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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak 

intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk 

penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-

hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang 

memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin 

keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.   

Kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang istimewa, karena dengan 

hadirnya suatu karya intelektual yang lahir dari kemampuan manusia, 

perlu dilindungi agar mendapat pengakuan, dihargai dan dihormati atas 

hak-hak manusia dalam hak kekayaan intelektualnya, karena dari 

kekayaan intelektual tersebut mendorong terjadinya kompetisi dalam 

keberadaannya dikehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan 

terhadap hak kekayaan intelektual adalah perlindungan terhadap varietas 

tanaman.
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Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di 

berbagai bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam 

pergaulan global tersebut, khususnya di bidang perdagangan internasional. 

Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak 

yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam 

berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca 
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panen, distribusi, dan perdagangan. Bidang pertanian di Indonesia merupakan 

salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat aktif 

dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian merupakan 

komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara. Keberhasilan 

pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia 

dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, 

baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari negara 

lain.
 2 

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa :  

Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah maju dengan 

pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada produk pangan 

yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat dan Negara, tapi juga pada sumber penghasil pangan itu 

sendiri dapat direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat 

menghasilkan produk-produk unggulan.
3
  

 

Selama ini dan juga pada masa yang akan datang keberhasilan 

pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas 

tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan 

karakteristik varietas tanaman tersebut. Keberhasilan dalam bidang pertanian 

sangat tergantung pada tiga aspek pokok yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek 

fisiologi tanaman dan aspek ekologi tanaman. Ketiga aspek tersebut merupakan 

suatu gugusan ilmu tanaman yang berperan langsung dalam bidang pertanian 

dan hasilnya akan terlihat langsung melalui hasil pertanian. 

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HKI 

yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan 
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immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas 

tanaman yang merupakan “sui generis” dari paten merupakan perlindungan 

terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang 

mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil.
4
 Di Indonesia pengelolaan 

Paten dan pengelolaan perlindungan varietas tanaman tidak berada di satu 

tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman dikelola di bawah 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia.  

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan 

pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas 

tanaman yang memenuhi ketentuan Undang Undang perlindungan varietas 

tanaman tersebut dapat memperoleh hak perlindungan varietas tanaman dan 

mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. Atas dasar peraturan 

perundangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang mendapatkan perlindungan 

adalah pemulia yang menghasilkan varietas tanaman melalui kegiatan pemuliaan 

yang memiliki ciri-ciri : unggul dan potensial berkembang atau bernilai 

ekonomi, plasma nuftah dan mempunyai nilai yang berharga dan berguna 

menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial, memenuhi 

persyaratan baru, unik, seragam dan stabil.  

Perlidungan semacam inilah yang akan mendorong semangat dan 
kreatifitas bagi pemulia di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat 
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dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan 

masyarakat. Perlindungan hukum bagi pemulia pada hakikatnya harus 

sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional 

yang harus dilakukan oleh Indonesia khususnya yang berkaitan dengan 

konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keanekaragaman hayati 

(United Nations Convention On Biological Diversity), sebagai konvensi 

internasional tentang perlindungan varietas tanaman baru (International 

Convention For The Protection Of New Variety Of Plants) yang sekarang 

telah diperbarui menjadi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman. 
5
 

 

Salah satu penghargaan terhadap pemulia adalah memberikan 

perlindungan hukum dalam menghasilkan varietas tanaman termasuk dalam 

menikmati manfaat dan hak-hak pemuliaannya. Salah satu kajian dalam 

perlindungan hukum tersebut adalah terhadap kedelai edamame yang merupakan 

salah satu produksi dari PT. Mitra Tani 27 Jember.  

Dalam hal ini PT. Mitra Tani 27 Jember telah memiliki perlindungan 

varietas tanaman yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 

590/PVHP/2018, sehingga pemulia benih edamame memiliki perlindungan 

hukum berdasarkan surat keputusan tersebut. Selain itu bagi pemulia tanaman 

edamame memikiki hak-hak berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 

2000 yaitu Pemegang Hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan 

memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk 

menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang dipergunakan untuk 

propagasi.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat 

permasalahan menyangkut perlindungan hukum terhadap PT. Mitra Tani 27 

Jember yang menghasilkan varietas tanaman kedelai edamame. Dalam hal ini 
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terjadi kasus indikasi kebocoran benih, oleh Petani Kemitraan. Dalam hal ini 

telah terjadi adanya penyalahgunaan wewenang karena adanya celah yang 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab salah satunya 

petani kemitraan. Dalam format perjanjian kontrak antara pihak petani Mitra 

Tani 27 tersebut, terhadap poin-poin yang melarang melakukan jual benih 

terhadap pihak lain, namun dasar larangan tersebut tidak berpedeoman pada 

Undang Undang PVT.  

Timbul adanya isu hukum tentang ketidaksesuaian norma hukum dimana 

tidak diterapkannya sanksi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, 

sehingga disini perlindungan hukum tersebut kurang memadai, khususnya bagi 

pihak pemulia sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian 

tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : 

Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Kedelai Edamame PT. 

Mitra Tani 27 Jember. 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah perjanjian kemitraan oleh PT. Mitra Tani 27 Jember sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ? 

2. Bagaimanakah konsekwensi hukum pelanggaran atas hak varietas tanaman 

milik PT. Mitra Tani 27 Jember ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yang meliputi tujuan 

umum dan tujuan khusus, yaitu : 
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1. Mengetahui dan memahami kesesuaian perjanjian kemitraan PT. Mitra Tani 

27 Jember dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. 

2. Mengetahui dan memahami konsekwensi hukum pelanggaran atas hak 

varietas tanaman milik PT. Mitra Tani 27 Jember. 

1.4   Metode Penelitian 

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan 

harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat 

diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis 

terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah 

mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Penelitian 

Hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang 

dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya.
6
  Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian 

Hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum 

positivis.Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya menemukan 

kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum 

dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut 

sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma 

hukum atau prinsip hukum.
7
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1.4.1  Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) macam, 

yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan 

kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani,
8
 sedangkan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
9
 Pendekatan 

ketiga pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara menelaah kasus 

atau putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini terkait 

perlindungan hukum terhadap PT. Mitra Tani 27 Jember yang menghasilkan 

varietas tanaman kedelai edamame. 

1.4.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan saran -saran mengenai apa yang harus dilakukan 

untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.”
10
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1.4.3   Bahan Hukum  

Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan 

hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan–bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan–putusan hakim.
11

 Bahan 

hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :  

a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Perlindungan Varietas Tanaman 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang 

berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan 

hukum sekunder dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif, 
12

 

dalam hal ini bersifat mendukung bagi bahan hukum primr. Bahan hukum 

sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, 

jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para 

akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan 
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putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang 

memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain 

yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-

deklarasi, dan situs-situs internet. 

3. Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, 

ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum 

sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi. 
13

 

1.4.4   Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang ada selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dan 

pengambilan bahan hukum akan dianalisis secara deduktif., yaitu suatu metode 

penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis 

berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  ditambahkan pendapat 

para sarjana.  Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai 

ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang 

bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, 

sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-

ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, 

                                                 
13  

Peter Mahmud Marzuki.  Op.Cit, hlm.164 



 

10 

 

langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk 

kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


